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LENMBARAN DALERAJ] KABUPATEN Pas SANVEAN

Sr l:"l_ _”

TRATURAN DAERAL K;\IfiUl’z\H \ I’ ASAM, \\

NOMOR 16 TAHUN ~
FENTANG
PEMERINTANA \"-"N;‘\(J.-\.'{.'
i'-",f';'.\'(_'r.'\l*i RAUMAT TUHAN YANG Majla A

| BUPATI PASAMAN,

T perubihan p'l""c’iu'n.: penselenyu,
peiciinizhan sebamitinany el T
Umiu.v-lml.nw \un.ur 22 Tahun Ty
Pemerintahan Yaerah, yung

kepada daerah unlu'\ mengatsr

fen:
nbert pelki,

( g "1"'['["6 Iy
Lingganyd sendin wermasul e Aresinkan by
dan susenan Pemerintahan Desa sa berdasarkon
usul dan kondisi sosial budayi masyarakat seten:

‘ harus  dimanfatkan 'aL.bd‘_l{!lnh]""l mesinva
menali Kembali ke Sisten !’”!‘\Lum.:lum Ny
demi Kemajuan masyarakt Pasaman berdusarl
Adat basandi Syalak Syarak hasandi Kjtabyl)

syarak mangato adat memakai dan alam lakambs
Jadi guru;

b. bahwa untuk mewujudkan maksud hurul a i al. -
dan  untuk terciptanya  keharmonisan sy
keserasian penyelenggaraan Pemerintahan Nagari .
Kubupaten Pasaman perlu diatur deny

an Peratur:
Dacrah,
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Undang-undang Nomor 12 Tahun 19356

tentang. Pembentukan Dacralr Otonom Kabupaten
aafam - lingkungan - Dacrah - Propinsi - Sumatera
Fmgah (L.embaran Negara Tahon 1956 Nomos 25);

Undang-undang  Nomor 22 Tahun 1999 (enteny
Penrerintaban Daerah { Lembasan Negara Tahun
P99 Nomor 60, Tambahan  Lembaran Negao
Nomor 38397

Undang-undany Nomor 235 Tahun 1999 lentan:
Perimbangan Keuangan antwra Pomerintah Posag
dun Dacrali { T embaran Negara Tabun 1999 Nomar
72 Tambakan T embanm N Norer 3848
Peraturan i“'ncrin(uh \’n"a‘f'n' 25 taimm 209
van Pemerintah dan Rewcenang:
Propisst sebagal de;.'h- Gtonony (1. L.fﬂhl"‘
Newara Taben 20000 Nomor S0 Fambabon
Lembaran Neguia Nomor 39N

iL‘i":ﬁdﬂ:.__’. R‘\L“ iulh ‘._

Keputusan - Presden Nonmor 440 tahon PO renting

Tekhnmik  penvusunan Peraturan P uuml -
vixlongan dan bentuk rapcanpan Undar !-L"uLu.“
Rancangan Peraturan Pemserintah dir Rancangan

Keputusan  Presiden { Lembaran Negara Talion
1999 Nomor 70); '
Perawuran Dacrah Propinsi Sumatera Barat Nomgr 9
Tahun 2000 tentang Ketentuan Pokok Pemerintahan
Nagari (Lembaran Dacrah Propinsi Stumatera Barat
Tahun 2000 \'omm 13; ‘

!’c:atl.mn Dacrah Kabupaten Pasaman Nomor [0
Tahun 2000 - tentang  Kewenangan  Pemeriniah
Kabupaten Pasaman (lembaran Dacrah Kabupaten
Pasaman Tahun 2000 Nomor 20 Seni D),



8. Peraturan Dacrah Kabupaten Pasaman Nomor |1
Tabun 2000 tentang  Pembentubun Organisae
Perangkat Daeraly Kubupaten Pasaman (Lembaras
Duerah Kabupaten Pasaman Tahun 2000 Nomor 2
seri D).

Dengan persetujuan

i')‘l'i WANPERWAKILAN RAKY AT DAERAL

KABUPATEN PASAMAN

MEMUTUSKAN:

~

/

Menetapkan 0 PERATURAN DAERAH  KABUPATEN PASANAN
FENTANG PEMERINTAHAN NAGAR]
HaARR
RKETENTUAN UNUIN

Pasal |

Dalam Peraturan Dacrah ini vang dimaksud dengan ;
I Dacrab adalah Kabupaten Pasaman:

2. Pemeriniah Dacrah adalab Pemerintah Kabupaten Paseman:

s Kepala Dacrah adaioh Bupati Pasaman:

4. Nagari adalah kesatuan masvarakat THukum Adat dalam Kabupaten

T Pasamen  yang terdiri dari  himpunan beberapa  suku,  yang
mempunyai wilayah dan batas-balas tertentu, mempunyai harta
Kekayaan sendiri, scrta berhak mengatur dan mengurus  rumal
tangganya scendiri; '

5. Pemcrintahan Nagari adalah satuan pemerintah olonom berdasarkan
asal usul Nagari dalam Kabupaten Pasaman yang berada dalam
sistim - Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang
disclenguarakan oleh Pemerintah Nagari bersama BPAN



Pemenintah Nagari adalah Wali Nagari dan Perangkat Nagar,

Wali Nagari adalah Pimpinan Pemerintahan Nagar; .

Badan Perwakilan Anak Nagari, yang sclanjutnya discbut BPAN
adalah Badan Legisiatif Nagari;

Baduin Musyawarah Adat dan Syarak Nagari yang  sclanjutnya
dizebut BMASN  adalah Lembaga Permusyawaratan/pemuiakatan
Adat dan Svarak yang berfungsi untek memberikan pertimbangan

kepada Pusherintahan Nagari supaya tetap konsisten menjaga dan
memebhars penernpan Adat basandi Syarak, Syarsk basandi

AN . B
E\l,i;shnllzt.'l:

3 Lembaga Adat Nagarl yang  selanjutnya disebut LAN | adalah
Jembaga Permusyawatan Tertinggl dari Ninik Mamak yuny telah
ada dan divearist seeara urun temurun sepanjang adel:

L Harta Kekavaan Nagari adalah havta benda yang telaby adaalau yang
Lennndinn nenjadi milik Nagard,  bak bergerak macpun tidak
ook

U avae Nagard adadeh Kekayaan Nagari dilure chivat kaum das suku

cang dimaniaatkan untuk kepeatingan Anak Nugart:

L . 1. T R . Py ey
3 Jorony adefah bagien darhwilayah Negar:

£ Anek Nagari adakh Penduduk Nagari yang terdin dasi Ninik
Munaks Al Ulsng, Cadisk Pandai. Bundo Kanduang, Pemuda,
Porantau serta masyarakal lainnyva yang resmiomengadi perduduk

Nagari menerit betentuan yang berlaku,
BAB I
NAGARI
Bagian Pertama
Wilayah Nagari

Pasat 2

feticp Nagari moempunyal beberpa Suku, Jorong dengan wilayzh dan

atas-batas yany jelas.
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Pasal 3
layuh Nagari meliput kesatuan wilovah Hukum Adat dengan batas-
as terientu yang stdal berlaru sceara tuitn Lenuiun,
Pasai 4
ksud pada Pasal 2 sebanyak 49 (cmpat

plalt Magart sehaganinana din
J-\!\ ’ ' L] L4 1 .‘
dengan sumlah Nagan selelum

wh sembilan) Nagari atau suni
lakunye Undang-undang @ omar 5 Tahun 1974,

Bagian Kedua
Pengurusan Nagari

Pasal 5

quk mengatur dan mepguris kepuntingan Nagari. dibentuk BPAN,

merintah Napari, serta BMASN.

Pusal 6

BPAN terdin dart Anak Nagari yangaipiil oleh warga masyarakat
Nagari. yang berasal dari utusan Niniak Memeko Akm Ulania,
Cadiak Pandai, Bundo Kanduany dan Pemuda; '

a oleh Walt Nagarr yvang dipilih

) Pemerintah Nagari dipimpi
akal Nagari termasuk perantau yang

langsung olch wargd masyar

sedang berada di Nagari.

) RMASN terdiri dari uivsan Niniak Mamak, Alim Ulna, Cadiak

Pandai, dan Bundo Kanduang.

BAB II1
KEWENANGAN NAGARI

Pasal 7
iewenangan Nagari adalah :
a sendirt berdasarkai hak

. Menyclenggarakan urusan rumal langgany
dan asal usul Nagari;



0

v Membuat Peratoran Nagari;

e

Tugas  pembantuan dari Pomerintah, Pemerintah Propinsi dan

<
Pemetintah Dacrah;
do Memehihara dan menjaga keamanan, Letertiban dan ketenteranum

masyariakat Nogari.

BAB IV
B P AN

Pasal §

(t} Jumluh Anppota BPAN ditctapkar sesual dengan kebutuhan
N nasimg-masing, sl 9 (sembilan) orang dian maksimal
E(liga padeh satn) orang, dengan juslal gaiil,
(21 Pemiliban dan pengangkatan anggota BPAN dilaksanakan secnn
msvanvarahme ki
Fata cara pemidiban dun pengangkatan anggota BPAN ditetapkan

oleh Kepala Dacrah.

Pasal 9
vany dupat dipiilVdiangkal menjadi anggotn BPAN adalah Anak Nagnd
vang bersangkuian dengan syarat-syarat
i Dertagwen kepada Allah SWT.

b Setia dan at kepada Pancasila dan Undang - Undang Dasar 1945,

Tidak pernsh terlibat lanpgsung nmavpun tdak langsung  dafam

¢,
regialan menghianati Negara kesatuan Republik Indonesia;

d. Berpendidixan  sckurang-kurangnya  Sckolah  Lanjutan  Tingkat
Pertama dan atau yang pengetahuan sederajat;

¢, Berumur sekurang-kurangnya 25 Tabun

{. Sehat Jasmans dan Rohani;

¢. Berkelakukan Baik, Jujur dan Adil;

h. Tidak pernal dihukum penjara karena melakukan tindak pidany;

L Tidak pernah tersangkut melakukan perbuatan pidana;
Mengenal dan dikenal oleh Masyarakat Nagarinya;
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7
Dersedin dicalonkan; :
Peganin Negern yang mencalonkan divi harus mendapat perselujuan
tepluiiy dart pejabal yang berwenang;

L Syarat-syarat fain sang ditctopkan oleh Nagaei bersangkutan,

Pasal 10)

) Struktur Organisasi BPAN terdiei dari 1 (satu) ovang Ketua, 2 (dua)
vrang Wakil Ketua dan beberapa orang anggoti

Y Ketu dane Woki] Ketua schagamana dimaksud pada wyat (1)

dipiiih dart dan ofeh anggota sceara fangsung;

Pengcesahan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota BPAN sebhagaimana
(1) difaksanakan oleh Kepala Daerah,

Pasal 11

~

“ugas din Wewenang BPAN

Menetephan Peraturan Nagari bersama-sama dengan Pemerintah
Magart: | )

Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat,

Mengiwasi pelaksanaan Peraturan Nagar, Pembangunen Nagart
serta Seputusan Wali Nagari:

Mendukung kelestarian adat istiadat yang tumbuh dan berkembany
dalam Nagark,

Menetapkan Calon Wali Nagari;

Menetapkan dan Mengusulkan  pengesahan, pcngang'kamn dan
pemberhentian Wali Nagari; '

Bersama Pemerintah Nagari menctapkan Anggaran Pendapatan dan
Pengeludran Nagari (APPN).

Pasal 12

SPAN mempunyai hak sebagai berikut :

4

=

%

L]

L

Meminta pertanggung jawaban Wali Nagari;

Memiita keterangan kepada Pemerintah Nagari dan Masyarakal;
Mengajukan pernyataan pendapat;

Mengzjukan Rancangan Peraturan Nagart,



Menctapsan Peraluran Tata Tertib BPAN:

¢.
o Mengadakan penycelidikan ‘
0. Mendapatkan penghasilan sesuat dengan kemampuan Nagars,

' Pasal 13

arangan haghanggota BPAN.

a0 Melakukan perbustan yang bertentangan dengan Kelentuan yang
berfakii:

b Melekukan hal-hal yang  dapast menvronien kehormatan 2len
it

s Melakua suatu Gndaban mempersedit pihak vang, diliyaninya;

Jo Rangkap jubatan sebagai Wali Nagari atau Perangkal Nagari;

¢. Mehkokan pekerjaan yang  menggunakan dana APPN - dengim

maksed meneumungkan dirt sendir

i

Pasal 14

Mosa kesnggotaan BPAN ditetapkan seiame S dima) mhen dandupan

dinihh ken el untuk | (saiu) Kali masa tugas berkutnva,

Pasal 15

(), Penggantian Pimpinan dan Ahegor BPAN antar waklu dapad
ditskukan apabila
a0 Nepinggal dunia;

at.

b Ataspermintaan sendirk;
Melangpar sumpah dan perundang-undangan yang berlagu;

¢

d. Berhalangan tetap karena sakit lebth dart 6 (enamy) bulan dun
tinak bisa melaksanakan tugas;

(23 Anggeia BPAN yang berhenti dari jabatannya diganii olely unsur

yang mengulusnya.
Pasal 16

(1} Ketua dan Anggota BPAN schelum melaksanakan tugasnya
disumpah- dan dilantik oleh Kepala Dacrah atau pejabat yang

ditunjuk.



(27 Susunan kata-kala sumpah Ketua dan Anggota BPAN schagaimuni
dimaksud pada ayat (1) adalal sebagai berikut

Demi Allah, saya bersumpah balwva saya aren nwemenuhi
kewajiban saya sclaku  Kétua/Angpola BPAN  dengan sebaik-
baiknya, scjujur-jujurnya, dan scadil-udilnya,  bahwa sayi akan
Lselalu taat dalam mengamalkan dan mempertahanxan Pancasila
sebagal  Dasar Negara, dan bahwa saya ghan mencgakkan
lega] '-] . !\ﬁ ]\ T l IJ i RIS I) e l\).:i' ¢ \1 cgny
kehidupan demokrast dan Undang-undang Dasar 1945 sebsg
Konstitusi Negara serta segala peraturan perandang-undangan yang
berlaku bagi Nagari. Dacrah dan Negara Resatean Republik
Indonesin.™

Pasal 17

Peayidikan terhadap anggota BPAN dilaxuxan aias persetujuan dur
Kepala Dacrah kecuali yang bersangkutan teriangkap tangan melakukan

perbutan pidana.
Pasal 18

(1} Untuk -menunjang kelancaraan pelaksanaan Tugas BPAN dibentuk
Sckretariat BPAN,

(2)  Sckretariat BPAN  sebagaunani dimaksud avat {1} terdin dan

Sckretanis dan Stafl; _

Pengangkatan dan pemberhentian Sckretarial  BPAN schagaimana

dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh Wali Nagari atus usul BPAN.

Pasal 19

Pedoman penyusunan Tata Tertib BPAN diatur dengan Keputusan

Kepala Dacrah,
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‘ BA3ZV |
PEMERINTAH NAGARI

Pasal 20

1) Perangkat Nacart terdirt dari
. Sekretarial ’\:dgdn, u
. wepala Jorong,

Tp SeRretaril Nuapari terdin dan
a Sckretans Nagard;
b Kepala Urnsan,

1) Redudukan, tapas dan fungsi Wali Nagael serta PeringRat Nagar
adulah:
. Wal Nn-ga_lfi' berkedudukan sebagiar ekserutils
fr Sekretaris Nagart adalah unsur stal” Jan merupakan pimpinan

- koordinast dart kepala-kepake rousan:
¢. Kepala urusan bertugas  melabsiunekan  admimistrast  dan
pelavanan kepada masyarakar sesual dengan bidang tegasnyn

masing-masing  dan bertanguungjavab kepada Wali Nagari
mefalui Sckeetaris Nagari: .

d. Kepala Jorong bertugas  membantu Wali N;ugn‘ri dnvilayah

Kerjanya sendiri dan bertanggungjawab kepada Walt Nagari,

BAB VL
WALI NAGARI

Pasal 21
fang davat dipilih menjadi Wali Nagari adalah anak Nagari dan

1‘u tay yang lelah memenuhi persyaratan ;

I

1 Deriagwa kepada Allah SWT3
) Sc . taat pada Pancasila, Undang-undang Dasar | 1945, Negara dan

i’uum ntah-RI;
Tiduk pernush [u'libni Jangsung atau tidak langsung dalam kegiatan

vany mengkhianati Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945



!

Beipendiditan  sekurang-kurangnya Sekolah  Lanjutzn Tingzat

Pertama SETT (Berijozah);
Perumur soxurang-Surangnya 25 (doa puleh i) Tabun gan
menikaly

Sehat Jasmind dan robawgy
Berkelakuan baik, jujuc dan adil;
Tidak pernahdihukum penjara katena melakukan tindax pidana;

Tidak pernih tersangkut melakukan perbualan P]l]d.]d
: ‘1. il I." I.nlrn‘l

Mennenal Naparinya dan dikenal oleh masyuraks

Bersedia d La.lon\“n

Peaawal Negeri yang meec calonkan diri harus mendapat perse
ertulis dari pejabat yang berwenang

Jlb"ﬁ( di Lm tempat tinggal di Ndﬂau y'mr:' bersang i
it fainnya yang ditctopkan oleh Nagarl.

tujuan

wh

S ,';:F{;j‘ at-sa)
Pasak 22 ‘

syaratan pemidih Wali Ne weart adudal

Perduduk Magart yany terdallar di Nagari I)let'i}}L\L'wJ‘ gecara sah

dan menetan minimal selama 6 bitlan berturut-turut;
Sudch berusia 17 tahun pada saat pendaflaran atau (dah menikai,

Nyata-nyata lidak terganggu Jiwa/ingatannya;

Pasal 23

Tuta cara Pencalonan dan pemiliban Wali Nagari ditetapkan dalein

Tata Tertib BPAN.

Paritia Pemdliban terdiv dart para anggota BPAN;
Panitia Pemiliban scbagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan
oleh BPAN. '

Calon Wali Nagari minimal 2 (dua) orang dan maksimal 5 (Jima)
orang, ditetapkan BPAN berdasarkan hasil yang dit ct:.pxc.n Panitia:

Pemuihan



vali Nogari terpilih ditetapkan olely BPAN dan disalikan oleh

cpaly Decral.

Pasal 24
Vali Nagaft sebelum mek ksanakan  tugasnya disumpah dan
ilantik ulel Kepala Dacrah ataa pejabiat yang ditunjuk.
warman botaqkata sumpaly Wali ?\1_(4 sehagaimana dimaksud

ada avai 1) adaiah sebogal horiky

Demi Allah, siea borsumpah bliva sy akan wenwenahi
wewajiban  saya sclaky Wali ?\’u:uri dengan  sebuik-tuiknya,
jujur-jujurny, dan scadil-adilnya. bahwwa saya akan sellu tant
samalkan dan numpum.,.zmnn Pancasita scbagat Dasar

Jalamy mier:
rakkan kehidupan demuokras

Negara, dan bohwa saya akan meneg!

fain Undang-undang, Dasar 1945 sehagal Kongtitust Neganit serta
bur‘a}\u bragi Nigari,

epala perataran mnml mg-undangan yanyg
Dacrah dan Negara Kesatuan Republic b ndonesi”

Pasal 25

Fawg whun dun dapat disigkal

|ulh.tu., Wall Nagarn sclama 3
ol untuk fisatu) Kali masa tugas berisuinya,

‘ Pasal 2o

s dan kewagiban Wa Nugari adalai :
femimpin l)Lﬂ)L]LIW”dL an Pemerintzhan |
fembina kefildupan ma s),amkat Nugari;
fembina Perekonomian Nagark,
femelihara ketenteraman dan kelestiban masyarakal Nagari;

{enidamaikan pe erselisihan masyarakat di Nagari:
lagarinya di dalam dan di luar pengadilan;

Nagart,

1L\Vcnf\]i‘ L

+

Pasal 27

| Nagari dilarang
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\ielakukan perbuatan yang hertentangan dengan ketentuan yani

rorlaku;

o lte s 1,1..1 r\i I ] sal AR D |,,1 o e ] o
ASTORINH S hal-hat  yang SR MeUrUnRan  se ormati alad
seartalal Wali Nagars

\folakukan suatu tindakan mempersulil pibak yung ditayaninya,

\ferangkap jubatan sebapar anggola BPAN:
\telakukan  pekerjaan yang menggunakan  dang APPN  dengan
akend menguntupgkan dirt sendirt.

Pasal 28
Wali Nagari memimpin penyclenggarian penserintihan Navar
serdasarkan kebijakan yang ditetapkan olch BPAN
) Yl I
Dalam melaksanakan  tugas dan Gewajiban Wall Nuyart

bertanguungjawvab kepada  rakyat melatei  BPAN dun

’\.j.j.cnyumpuikan laporan pelaksanads LUugasiyi kepada Kepala
Dacrab.
yoran poliksanaan ugds Wali Nogar

Pertanggungjasvaban dan Iy
(2) disampaikan sekurang-

sehagaimana dimaksud  padaayat
kurangnya sckali dalam satu tahun pads catiup lhun anggarin.
Perfanggungiawabar wali Napari vang ditolak oleh BPAN harus
._b L ) - = .

dilengkapt elau disempurnakan Jalum fangka waxlu paling lama 30
(tiga puluh) hari- dan disampaikan Lenhali kepada BPAN.
Pertanggungjawaban Wali Nagari yang  lelan dilengkapt  alau
disempurnakan ditolak  untuk Ledua  Ralinya, BEAN  dapat
mengusulkan pemberhentian Wali Nagari kepada Kepala Dacrah,

Pasal 29

Dalam hal Wali Nagari berhalangan atau tidak dapat menjalankan
{ugas, wewenang dan kewajiban dalam melaksanakan (ugasnya
sampal dengan 6 (enam) bulan berurut-turut, maka Sckretaris

pala Decrah atas usul. BPAN untuk

Nagari ditunjuk oleh Ke
menjalankan tugas dan kewajiban sebagal Wali Nagari.
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(2)  Apabila setelah 6 (cnam) bulan kemudian. Wali Nagaci
dimaksud belum dapat menjalankan tugas, maka Kepala Duerah :
memberhentikan  dengan hormat yang  bersangRutan dand
fabatannva atas usul dar BPAN, dan selanjutya menclapkan
penjabal Wall Nagai, :

Pasal 30

(1) Wali Nagari diberhentikan sementara apabile wang bersangRutan

tersangka dalam suatu tindak pidana,

() l’unhu'l'cs".:ux sementara sehavaimana dimaksud pada ayet (1)

diusulban oleh BPAN dan ditetapkan oleh Kepala Dacrah setelah

memnerhatikan hasil pemerksaan aparat yung benwemisg,

) %cr{_!'ns:;r}\:m Putusan Pongadilin, dan wing bersinghutan
mokdiokan upaya banding, - sedangRan upma vanding  iersebuit
setelah 1 (satu) tehun sejak putusan pengadiban

maka BPAN menpusulkan Pemberhentian wali

kot kepada Kepala Daerah.

botum selosal

finghat porkima,

Nagart »ang bersi
(2} Hc‘?‘d;!&:z:.‘\':‘.n hasil penyidikan dinyatakan bahwa Wail Nagrn vang
hersangkuetan Gdak teebukti miclasukan perbuatan yang «Jituduhkan,
maka BPAN mengusuikan kepada Kepala Daerah untuk mencabt

- keputugan pember wentian sementara.

Pasal 32

Wali Nageari diberhentikan oleh Kepala Daerah atas usul BPAN karena

a. Meningpal dunie;

Ta.

whan pengunduran diri atas perimintaan HLH(J:I‘[

4 ?\ r
R T
D, ;‘rsLllé:uJ‘\..‘u.L..

¢, Tidak lagi memenuhi syaral sehagai Wali Negarl sehagamani

dimaksud pada Pasal 21;



: L3
Mekngrar sumpah schagaimana dimaksud pada Pasal 24 ayat (2);

Berakhivimasa jabatan dan telah ditantik Walt Nagart yang baru;

! BADL VH
PERANGKAT NAGARE

Pasal 33

Pengangritan dan Pemberhentian Perangkot Nagan  ditetaphan
denpa Peraiuran Nagard,

Pornnpkal Nogari scbelum melaksanakan twgas  difintic dus
dianbil disumpal oleh Wali Nagan.

Laranpan  Perangkat Nagari sama dengan larangan bagt Wik

Nagari sebagaimana dimaksud pada pasal 27.

B:\l'} ‘Vf”i
DM ASN

Pasal 3

BAASN mempuiyal fugas dan fungsi memberikan pertimbangan

kepada Wall Negari dalam hidang, Adat dan Syarak baik-diminta

prepui ddak;

aneoeta BMASN ditetapkan dengan Peraturan Nagar,

Jumiah angg
Anggota BMASN diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dacrah
atas usul BPAN dan Wali Nagari.

BJ\BIX

. A N

gas dan fungsi LAN adalah:
Membina, mengembangkan, dan remelihara kelestarian adat,
Menyelesaikan sengketa Sako dan Pusako dalam Nagari.

‘
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Mentetapian futusan perdamain dalam penvelesatan sengketa Sako
dan Pusako. Jan seandamya Gdak terdapat perdanian dapid

dilanjutkan ke 2o (.ddh'm

BAB X
HARTA REKAYAAN

Mt Kenawv :m CaaridendinJar

ao Pasar Nagari

woTangd ] .1;)1"-" ASVRUTE PRI SNt

¢ Mespid, Suraz :': n Balu ;\1‘f§;::i'3.

i St sorbn ot vang

o Tanah, hotar, Betang airs fadek, danao s ol
mengindi llln\:-? RRTIRIER
" ;I ]1] \' 1(1 b

v ,i:::a;:—un.m ang dbual wich pendudoX atan porantan ik

Lepentingan am:

e et benda zan Nekavaan shan e

Pasat 37

(L Anggaran PerJupatan dan Pengeluaran Nauart (APPN) ditctaphan
dengan Pcr;‘mmn Nagari dan disahkan oich ."\'cpui:i Dacrah atau
selabat i s ang ditunjuk;

(2} Anggaran sehagaimana. dimeksud pada oayat (1) terdinn dari
Pencrimaan can Pcnqciuar'm

(1) Pc-'ncri.'r'aan s2pagaimana dimaksud pada avat (2) adalah

Pendepatan Asli Nagari, terdivi dari

Juran dan Pungut 1\=::gmf;

Hasi Keka ELH]N agn k,

[ asi i'._.-'salh. Nagari;

Hast! 2w adaya dan sumbangan masyarakai;

a4

LAPUUR S I

.
h—



b RBantcan dari Pemerintah, Pemerintab Propinst dan atau
Pemerintah Daeraly adalah :
[, Bagian dari perolehan pajak dan retribusi;
2, Bagian dari dana perimbangan;
3. Pembiayaan atas tugas pembantuan;
Lo Bantuan Lkunnyi,
c. Penerimaan kin-laii, tcrdiri dan
| Sumibangan pihak ketige
2 Phgeman Nagari;
3. Pendapatan lain-fain vang sah;

Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdin da
Anggaran belanja rutin dan pembangunan.

Nedudukan Keuangan Wali Nagari, Perangkat Nagari, anggela
BPAN, ~dan anggota BMASN sesuar dengan kemampuan
Anggaran Nagar.

APPN diwetapkan paling fama 1 (satw) hofan scwelal APBD
Kabupalen ditetapkan.

Pasal 38

otk meningkatkan pendapatan Nagari, Pemerintaly » fagart dipil

imembentuk Badan Usaha Nagart yang berkedudukan di Nagan
atau ditempat lai '
Tala cara pembentukan, dan pengelolaan Badan Usaha  Nagarn

diatur dengan Keputusan Kepala Dacrah sesuai dengan Ketentuan
peraturan perundang- undangan yang berlaku.

BAB Xl
KERJA SAMA ANTAR NAGARI

Pasal 39

Nagari dapat melakukan kerjasama antar Nagari;



—

Bentuk dan tata cara kerja sama sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diatur u!Lh Kepala Dacrah sesuai dengan ketentuan yang
berlaku

[3ila 1crj;'adj persclisihan antar Nagari diselesaikan secara bersyma
sestal keteniuan yang berlaku.

BAB X
PEMEKARAN NAGAR

-

Pasal i)
melaful sy awarsh Jan

Peinckaran Nagart dapat dilukukan
stindut, sosl

mtakat dengan memperhauban Leutuhon adat

chenami, dan xeharmonisan masyarakal Nagari:

I“vm"k'»lr'"n Nagart sehagaimana dimaksud padaavet (1) Jditetapkan

Jdengan Peraturan Daerah.

ERGIAA
KETENTUAN LAIN-LALN
Pazal 41 .

Pemnberian nama Nagar  dikembaliban sesuai dengan nad ash

asad usuliyva

Pembinaan Jon Pengawasan  Pamerintahan Nawart difakukan oleh

Pemrerintah Dacrah,

Niwari dapaet memberikan sanksi moril kepada masyarakat melalul

Peratiran Ny v sepanjeng Uik diatur oleh Peraturan Perindang -
panj:

undwangan \uu“r berliku. J

BAB XV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 42
Sclama  Pemerintahan -\mﬂari belum terbentuk menurul kelentu
Peraturan Dz‘-*rah ini, Penerintah Desa yang ada pada saal ini tetap

melaksanakan tugasnya,
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(2)  Harta Seazaan desa beralih sepenubnya mesiadi keRayan
Nagart dar Sikelola oleh Pemeriniah Nagari;
(3)  Umuk mempersiapkan pembentulin Penwrintohen Nagan

dibenfuk Dopitin Pomilihan BPAN ying . dilusilitas) oleh

Pomeripial Daeral.

C BABXVI
KETENTUAN PENUTUD

iasal

(1 Denpan berasunya Persturan Daerah ini sennia Ketentean yany
monguils ceniang Pemerintanan Luu di Daerak Suivataaen Gdas
berlaku fazi

() Hal-ha! vang telum diar dalem Peraturan Diersh inl sepanjing

mengenat @k sanaannya diastur b lanjut olel Nepata Daerab,
l'l- l”

(3)  Peraturan Dzzrah im muial berlaku pads tanggal divedangka

<e‘:i'1'J orung dupal  menzctahuine g, menwe Glalban
pengundanzan Peraturan Dacral ini dengan peeamspaian . duien
l'"n,ol.rt D:erah Kabu paten Pasaman. . '
Ditetapkan  di Lubuk Sixaping
puda tangeal b September 2601
BUPATE PASAMAN
Dro.

JAHARUDDIN. R
Diundangkan di Lubuk Sikaping
pada tangeal i September 2001
Pit. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASAMAN,
Dto.
Drs. SYAHIRAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN
TAHUN- 20647 NOMOR 30 SERI D

P



e
plioay
=

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KARUPATEN PASAMAN
NOMOR TAHUN 2001
TENTANG
PEMUERINTAHAN NAGARL

Limum

.

Dasar Pemikiran

J

Nagara Republik Indonesia scbavai Negara Kesatuan dulam
penyelenggaraan Pemerintahinnya salah satunya menganu
asas  Desentralisast, dengan maksud  Pomerintah Dacruh
mempunyai - kesempataan  dan keloleasaan | dalam
menyclenggarakan otonomi didacrabnya, Pasal 18 Undiny
Undang Dasar 1945 antara lain juga menyatakan bahi
pembagian dacrah di Indonesia atas daersh besar dan dacrah
keell,  dengan bentuk  dan susunan Pemerintahanaya
ditetapkan dengan Undang-undasy, dengan memandang dun
mengingat  dasar  permusyawaratan  dalam sistim
Pemerintahan Negara dan hak asal usul dalam Dacrah yang
bersifat iztimewa,

Dengan denukian Undang-Undang Dasar 1945 merupakan
landasan yang kuat uniuk  menyclenggarakan Otononi
dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan
bertangguny jawab kepada Daerah. Demdkian juga halnya
Undang-Undang  Nomor 22 "Tahun 1999 tentany
Pemerintahan Daerah, pada ketentuan Pasal 1 huruf o
menyatakan bahwa Desa atau yang diswebut dengan nama
lain merupakan sebagai suatu masyatakat hukum yang
mempunyal susunan asli berdasarkan hak asal usul yang
bersifat istimewa, kefentuan febih lanjut mengeant desa
dalem Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 terdapatl pada
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pasal 93 s/d 111 dan pasal 1 ayl (1) meayataklan
bahwa pengaturan lebii fanjut mengenal desa ateu nasm lain
ditetapkan dengan Peraturzin Daerah, Kepuluzan Menier:
Dalam Negeri Nomior 63 Takun 1999 tentang Peristilanan
Desa juga mengatur pelaksanazn penyestaian peristilahan,
antara lam sebutan untuk  desa. Kepala Desay Badan
Perwakilan Desa dan Peranglat Desa-sesuai dengan kondisi
sosial budaya dan adat istiadat masyvarakat setempe!

Kesatwan masvarakat hukeny adal memilixi sesunan asdi
Khususnya diwilayah daratan Sumatern Barat yunyg dikenal
scjok fama adalsh Nagari,  Pada waktu Undong-Undang
Nomor 5 Talun 1979 tentang  Pomerintzhan Desa
diberlakukan diwilayah Propingt Sumatera Barat Serdasackan
surat  Keputusan  Guberngr Kerpala, "Daerzh Vingkat |
Sumatera Barat Nomor 162 GSB/1983 Keberadaan Nagari
sehagal kesatuan Kesatuan Masvarakal Hukem Adat
dinertahankan  keutuhansa dengan Peratursn Daerah
Propinsi Dacrah Tinghat T osumatera Baerat delam sangka
memelihara dan melestariken Fulum adat serfa tadisi vang
hidup dan berakar ditengah mas zrakat Minagkabuu

Yang  dimakasud  dengan Pemerintahan Magad didom
Peraturan Daerdh ini adalzh sebaguimana tersebut dalain
asal 1 huruf o dalem Undarg-Undang Nomor 22 Tahun
1999 yaitu  kegiatan dalun rangka  penyceienggaraan
pemerintahan yang  dilaksepakan oleh organisasi
pemerintahan yang terdepan tetapi idak lagi berada dibawah
Camat  karcina Nagari merupakan  merupakan  kesatuan
masyarakat hukum adat yang mempunyai susunan asli
berdasarkan hak asal usul vang bersifat istimewa, oleh sebab
itu Pemerintah Nagari berdasarkan berhak menyelenggarakan
urusan rumah tangga Nagari berdasarkan Otonormi asli yang
Dengan demkian Pemerintah Nagari dapat

mengembangkan  peran serta seluruh ma.syardku secara
demokratis  dengan riem:.n“aa'kan nilai-pilat  budaya
Minagkabau scrta peranan Jembaoa adat dan lembaga lainnya

dinulikinya,
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scbagar  mitra kerjasa dalam rangke  pemberdayaan

masyarakat.

d Wilayah Ternitorial Pemerintahan Napari,
Penyatuan teritorial wilayah  Desa seutthnya menjadi Nagari
berpecoman kepada Nagari yang ada, sehelum berlakuny
Endang-Undang Nomor 5 Fahun 1979, secara umum disehu
kembuh ke Noparl,
¢ Pemeharan Nagarn dadan acti nienambael Nagart baru hanva
dimungkinkan  setelah mempertimbaniian terpeliharam
kewiwhan dan kesatuan  masyarakat hekum adat, dengan
terlebi dahuiu dilaknkan  musyawarah mufikat dizngus
selurth bapisan masyarakat, Untek sclniuimab divsolhan
kepria Pemermtah Ducrah, voang nvima akan dir

tersenidiy dengan Peraturan Daerah,

I Penjelasan Pasal demi Pasal,

Pasal |

Amgka b sd 12 cukup jelas

asad 2 :
Wilayah dan batas-batas yang jelas adalah Wizyah Suatu Negdri
besrta batasnya,  yang tlctapran atas musvawarzh mulaka
antara dua Nagari yang bertetangga dan teiah mendapatkan

pengesahan.

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Nagarl yang berjumijah 49 adalah :
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Lo

Kecenatun Bonjol.

. Gangpo Milin 2. Ganggo Mudiak 3. Limo Kote 4. Koto

Kaciak 5. z'\lu!mn Mati 6. Smmpang

Keeamatan Tigo Nagari.
7. Malimpah 8. Ladang Pamang. 9. Bingan

Kecanwtan Lubuk Sikaping.
10, Temuang Beringin 11 Jambak
Pauah 14 Ala Mangaih

13, Sundata,

P20 Durians Tuwpy 13

Socamatan Pant.
16, Panti 17, Padang Galugua

Fecantan Rao.
18, Padang Mantinggl 19, Taraang - Tuzeany 200 Lubuak
Pavang 21 Languang

27, Kotonopan 23, Lansck Kadok 24, Koto Rajo.

}\uanm m \Llpﬂt Tunggenl.
25 Muaro Tais 26, Muuro Sunaal lolo 27, Stizvang 28,

_ubuzak Gadang

Kecamaian I Koto.
29. Cubadak 30. Simpang Tonang.

Kecamatan T ahmu
31. Sinuruik 32. Talu 33. deal

Kecamatan Kinall.
34, Kinali 35. Katiagan.




zr
¥ Kecamgtan Pasaman.
i .o Aua Kuniang 37. Lingkuang -

39 Kape 40, Sasak -1, Koto Baru
ich.

Keeamatap Gunung nich
Rabijonggor,

Ly
‘J-- .\[L'al!"o‘l.l.l\uﬂ ;

M Lembal Mefintang.

SR INY 3?( adtang 43 Sungai A,
i

Necamatan Sungal HuL___r

‘1’(1. i)(“ ;. ul Bd””u'

\LL..:*“im Ra m! Humnm
= H:::.z.‘::..: LoDesa Baru.

Pl K

e Al o
(, .f.‘-l.‘;" ,'\.‘hl.\

Perantan vang sedang bereda dika
I

didaltar sebagai pemilih tambahs
BPAN

hurul'a s'd d
Cukup jelas

I3
i

2

I8 Ada Gadang

pi‘“nu [er h.;] 1’..11{':'1

1odan sisahban olvh




Ayatt (1)
Cukup jeias

Cukup elas

Pasal 9
hurel o &dom
Culaup jckas
Pasal 16
Avat (1)
Cukup jelas

ukup jclas

(-'J-_-—

Cukup joias
Pasal 12
hurut a s/d g
Cukup jelas .

Pasal 13
haruf a s/d d
Cukup jelas

Huruf e . _
Anggota BPAN tidak dibenarkan unfuk melakukan suatu

pekerjaan yang dananya bersumber dasi APPN, baik atas
nama sendiri mapung orang lain. '



Pasal 14
\ Cukup jelfas

PPasal 12
Ayal (1)
Cukup jelas

¥

Avat(2)
Cukup jelas

Pasal 16
Avag (1)

Cukup jelas

Avai(2)

Cukup jelas

Pasal 17

Cukun joius L

Pasal 18
Avat )
Cukup jelas

Avat (3)
Cukup jelas

Pasal 19 -
Cukup jelas

Pasal 20
Avat (1)
Cukup jelas

RICY

Sekretaris terdirl dari b o{saw) orang. Stal sesuat gengian
i .
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(2) hurul™ b
Kepala Urusan sesuat dengan kebuluhan, mimmal 2 (dua)
(rusan yakme Urason Pemerintiian das Pembanmnman,
dan maxsimid 4 (cinpat) ueusan.

Avat

Avat (3)
Cukup jetus

Pasal 23
corul oo sidom
Cukup jelas
curuln
CAfenad syarat s sesian dengan adal stadal sotepat,

felas paris keturunannya serta pabam dengan adat istinda

setempa,

I T
RS R TEY I

(Cukup jelas

Pasal 23
Auvat (1)

Cukop jelas

Avat (2)
Cukuyp jclas

A}"Z![ (3)
Cukup jelas

Avat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas




Pasdi

Pasal 24
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

23

CuRup et

sl 26

humf asd T

Cukup jelas

Cukup jelas

Shul e

28

Wali Nogan udak dibenarkan untuk melakokan suatu
pererjaan yang dananya bersumber dan APPNL haik aias

nama sendinl maupun erang lin,

Poasal 28

Avac (1)
Cuexup jelas

Avat (2)
Cukuy jelas
Ayal (5)

T
ukup jelas

Avat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas



Dot 29

Avat ()
(

[ 1
BN
at

in julas
Ayal (1)
Berhalangan ateu tidak dapat menjalankan  disebat
karena sakit atuu keeelakaan.
Pisal 50
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat {3)

Cukup jelas

Paxat 31
Ayal (11}

PRI M D
LR JUlids

Avat (1)
Cukup jelas

Pasat 32
kol AL
LI I.l .;ll.i C

Cukup jelas

Pasal 33
Ayt (1) .
Cukup jclas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
. Cukup jelas



Pusal 34

[Msal 33

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

A RY

Cukup jelas

Cukup jelas

Pasir 56

Harta kekayaan nagaei yang sebelumnya divrus ofeh Kerapata:
Adat Nogart (KAN) berc as‘;ukan Perda Propinsi Sumatern Bare
Nomar 13 Tahun 1983 (enting Nagari scbepai kesstug:
masyarakat hukum adat dalam Propinsi Sumatera Baral, denga
berlakunga Perda ini dikemibalikan pengelabamnya ke,

Pemeriniahan Nagar,

Pasal 37

Avat (1)
hurul o angka 2 dan 3
Hasil  Kekayaun  Nagari dun Usaha  Nugar
ditetapkan l}erd'-ﬁm'i;an ketetean Perundzng-

undanyan yang berlak

Avat (23
Cukup jelas R

Ayat (3)

Cukup jelas




Avat (1)
' Belanja Rutin meliputt penghasitan tetap setiap b,
bagi BPAN, Pemerintah Nagari Nagari, BMASN, 5
biays lninnya untuk kepentingan diras atas persetuji

BPAN,

Avat (3)
Cukup jelas

. Ayat (0)
Cukup jelas

Pasal 38
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 39
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Avat (3)
Cukup jelas

Pasal 40
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
~ Cukup jelas




Pasal 11 :
< Avar(l) '
Cukup jelas

,’3.:1‘:_".[ (2)
Cukup jclas

Avat (3)
Cukup jelas

Avat (1)
Cukup jelas

Paxdl 42
Avat (1)
Cukup jelas

Avat (2) :
Harta benda baik yang bergerak mappun Udak berge
vang merupakan kekavaan Desa dengan terbentuk
Nagari sepenuhnya menjadi Fekayaan Nagari.

Avat (_3}
Cukup iclas
Avat (1)

Cukup jelas

Avat (2)
Cukup jelas

Avat (3)
Cukup jelas




